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REFORMASI BIROKRASI

2

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI TOOLS PERCEPATAN PRIORITAS

KERJA PRESIDEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRIORITAS KERJA

RB
BIROKRASI YANG BERSIH & 

AKUNTABEL

BIROKRASI YANG KAPABEL

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
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SPBE DALAM REFORMASI BIROKRASI
SPBE BAGIAN DARI AREA PERUBAHAN TATA LAKSANA
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SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEBIJAKAN APLIKASI SPBE
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Aplikasi Umum

Aplikasi Khusus

Aplikasi 
SPBE

Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, 
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan 
pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus 
yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE
yang sama, standar, dan digunakan
secara berbagi pakai oleh instansi pusat
dan/atau pemerintah daerah

Satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

“Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
memberikan Layanan SPBE.”

Pengguna
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KONDISI PENERAPAN SPBE
SILO-BASED SPBE
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Hasil yang Diharapkan

1. Arsitektur SPBE Nasional sebagai 

panduan integrasi dan 

interoperabilitas antar proses 

bisnis dan dukungan TIK, serta 

penguatan keamanan informasi 

secara terpadu

2. Mempercepat terbentuknya 

Layanan Digital Nasional, 

bagian upaya modernisasi 

birokrasi berbasis digital

3. Mendukung efektivitas tata Kelola 

pemerintahan, meningkatkan 

Tingkat Kematangan SPBE

Tantangan Penerapan 
Digital Government

1. Pembangunan TIK 
sektoral

2. Tata Kelola TIK dan data 
tidak terpadu

3. Tingkat Kematangan
SPBE rendah

4. Belum optimal 
penerapan Keamanan 
Informasi

Percepatan Penerapan SPBE

1. Perlunya peningkatan kualitas layanan 
pemerintah, melalui pemanfaatan 
teknologi digital

2. Kebutuhan penguatan kolaborasi dan 
koordinasi

3. memperkuat Keamanan Informasi
4. Keperluan integrasi layanan

pemerintah, melalui mekanisme 
interoperabilitas, 

5. Menumbuhkan-kembangkan inovasi
proses bisnis

6. Penerapan standardisasi TIK untuk 
peningkatan kualitas layanan digital 
Nasional 

7. Peningkatan keselarasan perencanaan 
dan penganggaran SPBE, meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE
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KONDISI PENERAPAN SPBE
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Teridentifikasi kurang lebih sebanyak 24 jenis aplikasi yang berpotensi
pembangunannya terduplikasi

Sumber Dewan TIK Nasional
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KONDISI PENERAPAN SPBE
SILO-BASED SPBE – PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE
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Pembangunan Aplikasi pada Instansi Pemerintah tanpa didukung dengan tata kelola yang baik menyebabkan
tidak terpadunya SPBE secara nasional
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KONDISI PENERAPAN SPBE
SILO-BASED SPBE – PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE
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Penerapan aplikasi umum berbagi pakai merupakan salah satu solusi untuk
meminimalisir terjadinya pembangunan silo based application
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PERCEPATAN SPBE
MELALUI PEMBANGUNAN APLIKASI UMUM
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APLIKASI UMUM
APLIKASI UMUM

Koordinator:

Kementerian PANRB

Bidang
Kepegawaian

o Integrasi layanan 
kepegawaian antara BKN 
dan Instansi Pemerintah

o Target: 
Selesai Tahun 2020

APLIKASI UMUM APLIKASI UMUM

Aplikasi Umum akan ditetapkan oleh Menteri PANRB dan mencakup persyaratan proses
bisnis, persyaratan data, persyaratan teknologi, dan persyaratan keamanan.

Bidang
Kearsipan

Bidang
Pengaduan
Masyarakat

o Integrasi layanan kearsipan 
dinamis

o Target: 
Selesai Tahun 2020

o Integrasi pengaduan 
pelayanan publik 

o Target: 
Selesai Tahun 2020

Koordinator:

Kementerian PANRB
Koordinator:

Kementerian PANRBKoordinator:

Kementerian 
PPN/Bappenas

Bidang
Penganggaran
Berbasis Kinerja

o Integrasi perencanaan, 
penganggaran, pengadaan 
barang dan jasa, kinerja, 
monev

o Target: 
Selesai Tahun 2023

PASAL 62 s.d. 69 PERPRES 95/2018
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APLIKASI UMUM SPBE
RENCANA PENETAPAN APLIKASI UMUM

KRISNA

(KEMENPPN/BAPPENAS)

SIPD

(KemenDAGRI)

SJDIH

(Kemenkumham/BPHN)
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APLIKASI UMUM SPBE
CONTOH KEBIJAKAN PENERAPAN APLIKASI UMUM

Menetapkan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai
Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis 
berlaku secara nasional. 

Pengembangan dan pembinaan penerapan Aplikasi 
Umum Bidang Kearsipan Dinamis pada unsur
proses bisnis dan data dilaksanakan oleh ANRI.

Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
menerapkan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan 
Dinamis di lingkungan instansi masing-masing.

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
memiliki persyaratan proses bisnis, data, TIK, 
dan keamanan

SRIKANDI
KEPMENPANRB NO. 

679 TAHUN 2020
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APLIKASI UMUM SPBE
KEBIJAKAN PENERAPAN APLIKASI UMUM
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Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan

Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan 
pengembangan aplikasi sejenis

Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan
persyaratan proses bisnis, data, TIK, dan keamanan aplikasi umum

Mendapat pertimbangan dari Kominfo

PASAL 37 Ayat 3 PERPRES 95 Tahun 2018
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan syarat:
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PROSES 
BISNIS

DATA TIK KEAMANAN

Penyusunan kebijakan penetapan aplikasi umum dilakukan secara kolaborasi dengan kementerian/Lembaga terkait
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APLIKASI UMUM SPBE
KEBIJAKAN PENERAPAN APLIKASI UMUM
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Persyaratan proses bisnis dalam format BPMN (Permenpan 19/2018) sampai
dengan level 2

Persyaratan proses bisnis mencakup proses bisnis integrasi aplikasi

Perlu dilakukan reviu dokumen persyaratan proses bisnis secara intensif
sebelum aplikasi umum SPSE ditetapkan

Persyaratan data dalam format IDEF rinci mencakup semua atribut
dalam basis data
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APLIKASI UMUM SPBE
APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE
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Dukungan Teknologi

Identifikasi Layanan Pemerintah

Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

Arsitektur SPBE

Kerangka Kerja SPBE

Kerangka Kerja dan Arsitektur SPBE 
ini akan ditetapkan dalam bentuk

Peraturan Presiden

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

Layanan:
- Dukungan operasional organisasi
- Hukum 

Aplikasi:
JDIHN

Infrastruktur:
- PDN
- SPLP
- JIP

Proses Bisnis:
Hukum

Data dan 
Informasi:

Hukum
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APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE
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(Perencanaan dan Pembangunan Nasional)

(Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan)

(Perencanaan)

(Penyusunan RPJMN)
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APLIKASI UMUM SPBE
APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE

Pengecekan
detail 

penggunaan
notasi BPMN
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APLIKASI UMUM SPBE
APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE

Pengecekan
detail 

penggunaan
notasi BPMN
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APLIKASI UMUM SPBE
APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE

Pengecekan daftar RAB
(RAB.09.05.01.01

dimana?)

Proses Bisnis:
09.05.01 Perencanaan
09.05.02 Penganggaran

19
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APLIKASI UMUM SPBE
APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE

• Penggunaan/berbagi pakai data JDIH oleh K/L
• Integrasi data JDIH
• Menurunkan potensi aplikasi sejenis dengan pengembangan

aplikasi JDIIH untuk memenuhi kebutuhan informasi
dokumentasi produk hukum pemerintah
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APLIKASI UMUM SPBE
APLIKASI JDIHN DALAM KERANGKA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SPBE
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IMPLEMENTASI APLIKASI UMUM
SILO-BASED SPBE – PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

REPOSITORI 
APLIKASI

01

02

03

INFRASTRUKTUR 
SPBE

HAK CIPTA

Penempatan Aplikasi Umum:

1. Aplikasi Umum dan kode sumbernya akan disimpan pada Pusat Data 
Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kominfo

2. Aplikasi Umum dan kode sumbernya akan dipindahkan ke Pusat Data 
Nasional setelah beroperasi

Kesiapan Infrastruktur:

1. Pemetaan kesiapan dari Infrastruktur TIK dari sisi penyedia maupun pengguna
untuk menjaga kualitas dari layanan

2. Pembahasan manajemen layanan aplikasi umum yang meliputi proses 
pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan
Aplikasi SPBE

Pendaftaran Hak Cipta:

1. Aplikasi Umum merupakan aplikasi milik negara
2. Aplikasi Umum akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan

Hak Cipta setelah ditetapkan (Dirjen HAKI)
22
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IMPLEMENTASI APLIKASI UMUM
HARAPAN PENERAPAN APLIKASI UMUM JDIHN

Aplikasi Umum Bidang JDIHN menjadi pondasi penerapan
produk hukum dalam bentuk digital dalam rangka
mendukung terwujudnya Digitalisasi Produk Hukum
Nasional

Penerapan JDIHN hendaknya mampu mewujudkan BPHN
sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan
negara khususnya dalam pembinaan hukum nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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TERIMA KASIH

Kementer ian  PANRB 24

Thank You

PENUTUP


